
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2015, 2015 KKP. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan.
Mutu Hasil Perikanan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PERMEN-KP/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil

Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2)

huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01

Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47

Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi

jabatan fungsional pengawas perikanan bidang mutu

hasil perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar
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Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
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7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1872);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8

Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar

Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, dimaksudkan sebagai acuan baku

bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria

penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada

bidang mutu hasil perikanan.
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Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 meliputi tugas pokok, rincian kegiatan, jenjang jabatan

fungsional, dan identifikasi unit kompetensi.

Pasal 3

Tugas pokok, rincian kegiatan, jenjang jabatan fungsional,

dan identifikasi unit kompetensi, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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